
58 

BAB IV 

TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP STATUS HARTA 

KEMAYYITAN  YANG  DIAMBIL DARI  HARATA WARIS DI 

DUSUN DISALLAM DESA PATARSELAMAT KECAMATAN 

SANGKAPURA PULAU BAWEAN 

 

A. Analisis terhadap Harta Kemayyitan yang Diambil dari Harta Waris 

Ketika manusia meninggal dunia tentunya meninggalkan sesuatu yang dia 

miliki ketika hidupnya termasuk harta benda,  harta benda itu akan menjadi harta 

waris yang menjadi hak ahli warisnya. Peninggalan pewaris bisa berupa benda 

bergerak atau benda tidak bergerak dan peninggalan yang berupa  hak yang 

dibendakan seperti hak khiyar. 

Dalam kasus ini Harta kemayyitan yang diambil dari harta waris adalah harta 

yang berupa benda, dan diperoleholeh ahli waris dari pewaris yang meninggal dunia, 

tanpa penghitungan harta waris, karena ahli waris tersebut telah menjaga dan 

merawat pewaris semasa hidupnya sampai meninggal dunia, harta kemayyitan 

tersebut tidak dihitung kembali ketika pembagian warisan, dan harta tersebut bukan 

wasiat ataupun hibah pewaris, harta kemayyitan ini hanya berlaku jika pasangan 

pewaris (suami atau istri) telah meninggal dunia, jika salah satu keduanya masih 

hidup maka belum ada harta kemayyitan.
1
 

                                                             
1
 Ihsan, Wawancara, (Bawean, 8 April 2013) 
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Dalam Islam harta yang diwariskan (al-mauruuts): disebut pula peninggalan 

dan warisan. Yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada 

pewaris.
2
 Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 175 ayat (d) ‚membagi 

harta warisan di antara wahli waris‛ ini menjelaskan bahwa semua harta waris wajib 

dibagikan pada ahli warisnya yang berhak, karena berdasarkan KHI pasal 171 ayat 

(e) harta waris yaitu ‚Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai 

meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhi>z), pembayaran hutang dan pemberian 

untuk kerabat.‛
3
  

Jika berpedoman pada hukum Islam, maka pembagian harta waris 

berdasarkan al-Qur’an surat an-Nisa’ ayat 7 

                                 

             

‚bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, 

dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan 

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan‛. 

                                                             
2
 Sayyid Sabiq,  Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terj), (Bandung: PT Alma`arif, 1987), 257.  

3
 Inpres No.1 Tahun 1991,  Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Nuansa Aulia, 2008), 

55. 
4
 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Surabaya: Duta Ilmu, 2002), 

102. 



60 
 

Dalam menetapkan bagian masing dari ahli waris Islam mengatur bagian 

masing-masing antara laki-laki dan wanita seperti yang dijelaskan dalam al-Qur’an 

surah an-Nisa’ ayat 11 

                                      

                                    

                                  

                                   

      

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-
anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak 
perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka 
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, 
Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-
masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi 
oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu 
mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-
pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah 
dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak 
mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. 
ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha 
Bijaksana. 

 Begitu juga yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW 

لِ  لنْفَرَ ئِضِ َ لَى  َ  نْ  انِْ  َ  بَّ سٍ  َ اَ  َ أهَنْ  َ اَ رَسُواُ  للبَّهِ صَلبَّى  للبَّهُ َ لَينْهِ وَسَلبَّمَ   نْسِمنْ  لنْمَ اَ اَ يْنْ
 ِ َ  اِ  للبَّهِ َ مَ   َ رََ  نْ  لنْفَرَ ئِضُ َ ِ َونَْ   ََ رٍ 

                                                             
5
 Ibid. 103  

6
 Ima>m Abu> Da>ud, Sunan Abu> Da>ud Syari<f, Penerjemah Lidwa Pusaka, Juz II (Bairut: Dar 

al-Fikr, 2007), 428. 
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‚dari Ibnu ‘Abbas, ia berkata; Rasulullah s}allallahu 'alaihi wasallam berkata: 

"Bagikan harta diantara para pemilik faraidl (bagian harta waris) berdasarkan Kitab 

Allah. Maka bagian harta yang tersisa setelah pembagian tersebut, lebih utama 

diberikan kepada (ahli waris) laki-laki." 

Harta kemayyitan merupakan bentuk pembagian harta waris yang dasar 

hukumnya diambil dari kebiasaan masyarakat dissallam desa Patarselamat, yaitu 

kebiasaan menyisakan hartanya pada akhir hayatnya (diusia tua), namun dalam 

kasus keluarga Saleha (Alm) tidak sesui dengan kebiasaan yang ada, justru bertolak 

belakang kebiasaan masyarakat desa patarselamat yang telah diamalkan selama ini. 

Dalam hukum kewarisan  Islam pun tidak ada penjelasan tentang menyisakan harta 

seperti uraian diatas, karena dalam Islam semua harta yang akan ditinggalkan baik 

benda maupun bukan benda akan menjadi hak ahli warisnya. Ini senada dengan yang 

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya yaitu harta atau hak yang 

dipindahkan dari yang mewariskan kepada ahli waris.
7
 jadi harta kemayyitan yang 

diambil dari harta waris sejatinya merupakan hukum kewarisan adat, hukum adat 

yang dianut bersifat parentil (keibuan - kebapakan), hanya saja dalam 

pelaksanaannya terjadi penyimpangan secara adat atau kebiasaan masyarakat desa 

Patarselamat. 

Islam merupakan agama yang mementingkan tali silaturrahmi sesama 

manusia  khususnya keluarga, dalam pembagian harta warisan Islam mengatur 

                                                             
7
 Sayyid Sabiq,  Fikih Sunnah, Jilid 14 (Terj), 257.  



62 
 

bagian dan besaran jumlah ahli waris, di kalangan jumhur dikenal dengan dzawil 

furu>dh  yaitu golongan tertentu yang ditetapkan menerima bagian tertentu dalam 

keadaan tertentu,
8
 dalam keadaan tertentu yang dimaksud adalah tidak adanya 

penghalang atau hijab untuk menerima harta warisan. Dengan demikian Ahli waris 

Rusniyah berhak atas peninggalan (tirkah) pewaris, dengan bagian yang telah 

ditentukan dalam hukum Islam, berdasarkan ketetapan al-Qur’an dan Hadis 

Rasulullah SAW. 

Dari paparan dan analisa penulis tentang harta kemayyitan yang diambil dari 

harta waris menunjukkan bahwa harta kemayyitan yang diambil dari harta waris di 

desa Patarselamat tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan ketentuan syariat 

Islam yang ada dan bisa menimbulkan perselisihan diantara ahli waris yang berhak 

lainnya. 

B. Analisis terhadap Proses Perolehan Harta Kemayyitan yang Diambil dari harta 

Waris 

Perolehan harta lebih yang diperoleh ahli waris yang bernama Rusniyah dari 

pewaris yang meninggal dunia, karena ahli waris tersebut yang menjaga dan 

merawat pewaris semasa hidupnya hingga pewaris meninggal dunia, dan harta 

kemayyitan tersebut tidak dihitung kembali ketika pembagian warisan, harta 

tersebut bukan berupa wasiat ataupun hibah pewaris. harta kemayyitan berlaku 

ketika pasangan pewaris (suami atau istri) telah meninggal dunia, jika salah satu dari 

                                                             
8
 Beni Ahmad Syaibani, Fiqh Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia), 135. 
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keduanya ada yang masih hidup maka tidak ada harta kemayyitan.
9
 Jika anak yang 

telah bersusah payah merawat orang tua tidak memperoleh harta lebih karena telah 

merawatnya, maka anak yang merawat orang tua itu akan menuntut kepada ahli 

waris lain untuk memperoleh harta yang lebih, tapi dalam kasus ini ahli waris 

mengambil harta pewaris tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain.
10

 

Dari paparan kasus diatas menunjukkan bahwa ada ketidak sesuaian antara 

syariat Islam dengan perolehan harta oleh ahli waris Rusniyah yang merawat pewaris 

dengan ahli waris yang tidak merawat pewaris semasa hidupnya. Kasus diatas 

mengandung ketidak adilan antara ahli waris yang berhak terhadap harta warisan 

sementara keadialan. Kewarisan Islam menganut asas keadilan yaitu hak ahli waris 

laki – laki dan perempuan diberikan secara proporsional,
11

 asas ini merupakan yang 

sangat penting dalam pembagian waris, ini sesuai dengan sabda nabi Muhammad 

SAW 

َ أاَ نْلَ ئِكُمنْ يَ  نْنِِ سَو و   َ ِ   لل   نْمَ اِ انِْ  اَِ  ٍ  أَابَّ رَسُواَ  للبَّهِ صَلبَّى  للبَّهُ َ لَينْهِ وَسَلبَّمَ  َ اَ  َ راِوُ  اَ يْنْ
لَ ُ منْ   اَ ي نْ

‚dari an-Nu‘ma>n bin Basyi>r bahwasanya; Rasu>lulla>h s}allAllahu 'alayhi wasallam 

bersabda: "Dekatilah antara anak-anak kalian, yakni sama ratakanlah di antara 

mereka (tidak pilih kasih).‛ 

 

                                                             
9
 Ihsan, Wawancara, (Bawean, 8 April 2013) 

10
 Ibid. 

11
 Beni Ahmad Saibani, Fiqh Mawaris, 33. 

12
Ah}mad Bin H{anbal, Musnad Ima>m Ah}mad Bin H{anbal, Juz VIII, 130. 
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Dalam hadis ini menunjukkan bahwa ada perintah untuk berbuat adil diantara 

ahli waris yang ada (keturunannya), termasuk memberikan harta yang akan menjadi 

harta waris kepada anak turun yang memiliki hak untuk mewarisi harta yang ada, 

dengan demikian menghibahkan harta kepada ahli waris yang berhak tidaklah 

dibenarkan, karena termasuk dalam pelebihan pemberian kepada salah satu ahli 

waris, ini hanya akan menanamkan permusuhan dan memutuskan hubungan 

silaturrahim yang diperintahkan oleh Allah SAW, dan ini bisa dilihat dari pendapat 

ima>m Ishaq, al-S|awri dan sebagian golongan Ma>likiyah mengatakan sesungguhnya 

menghibahkan harta kepada sebagian anak-anaknya (ahli waris) adalah termasuk 

perbuatan batil dan curang.
13

 

Ahli waris (Rusniyah) yang mendapatkan harta kemayyitan adalah termasuk 

dalam dzawil furudh yang berhak atas harta peninggalan pewaris dengan porsi yang 

ditentukan oleh syara’, namun dalam pelaksanaannya Rusniyah mendapatkan bagian 

lebih banyak dibandingkan bagian yang diterima oleh saudaranya yang lain. Anak 

perempuan dalam ketentuan hukum waris Islam mendapatkan bagian setengah dari 

anak laki – laki, dengan demikian hak yang harus diterima oleh Rusniayah adalah 

separuh bagian dari saudara laki-lakinya, atau dengan jalan musyawarah tapi itu juga 

setelah ditentukan bagian masing – masing ahli warisnya, menurut as-Shabuni 

penentuan bagian dan besaran ahli waris berpedoman pada al-Qur’an hanya sedikit 

yang mengacu pada al-Sunnah dan Ijma’, karena dalam al-Qur’an telah diuraikan 

dengan jelas besaran bagian ahli waris.  

                                                             
13

 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Jilid 14 (terj), 184. 
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Persoalan yang ada merupakan pemberian pewaris kepada ahli waris dengan 

anggapan wasiat, sabda Rasulullah SAW tentang wasiat yang dibenarkan dalam 

Islam, 

سََِ نُْ  رَسُواَ  للبَّهِ صَلبَّى  للبَّهُ َ لَينْهِ وَسَلبَّمَ فِ خُطنَْ ِ هِ َ  مبَّ حَجبَِّ   لنْوَدَ عِ  أاََ  أاَُ اََ   لنَْ  هِلِ بَّ يَ ُ واُ 
جَرُ  إِابَّ  للبَّهَ َ دنْ أَ نْطَى ُ لبَّ ِ ي حَقٍّ حَ بَّهُ َ لََ وَصِيبََّ  لِوَ رِثٍ وَ لنْوَلَدُ للِنْفِرَ شِ وَللِنَْ  هِرِ  لْنَْ

وَحِسَ اُ ُ منْ َ لَى  للبَّهِ وَاَ نْ  دبََّ ى إَِ  غَ نِْ أاَيِهِ أَونْ  ن نَْ مَى إَِ  غَ نِْ اَوَ ليِهِ  َ َ لَينْهِ لَ نْلَُ   للبَّهِ  ل بَّ اَِ ُ  
إَِ  يَ ونْمِ  لنِْ يَ اَِ  لََ  ُ لنْفِقُ  لنْمَرنْأةَُ شَينْئً  اِ نْ اَ ينِْ َ   إِلَبَّ اإِِ نْاِ زَونْجَِ   َ ِ يلَ يَ  رَسُواَ  للبَّهِ وَلََ  لطبََّ  مَ 
وَ للَِ   َ اَ ثُُبَّ  َ اَ رَسُواُ  للبَّهِ صَلبَّى  للبَّهُ َ لَينْهِ وَسَلبَّمَ  لنَْ  ريَُِ  اُؤَدبَّ ةٌ وَ لنْمِلنْحَُ    َ اَ َ لِكَ أَ نْضَلُ أاَنْ

ينَْ  اَ نْضِ يٌّ وَ للبَِّ يمُ غَ رمٌِ  َ ِ يلُ انُْ   اَرنْدُودَةٌ وَ لدبَّ ثَ لَ  إِسَنْ ثَنِِ يََنْيََ انُْ  اَِ يٍْ حَدبَّ ثَ لَ  َ  نْد  للبَّهِ حَدبَّ حَدبَّ
ِ يلَ َ  نْ أَِ  أاَُ اََ  َ  نْ  للبَِّ   صَلبَّى  للبَّهُ َ لَينْهِ وَسَلبَّمَ  للبَِّ يمُ غَ رمٌِ  َ يبَّ شٍ َ  نْ شُرَحنْ
  

Telah bercerita kepada kami Abu> al-Mughi>rah, telah bercerita kepada kami 
Isma>‘i>l bin ‘Ayya>sy, telah bercerita kepada kami Syurah}bi>l bin Muslim al-
Khawla>niy, ia berkata; Saya mendengar Abu> Uma>mah al-Ba>hiliy berkata; Saya 
mendengar Rasululla>h S{allAllahu ‘alaihi wasallam dalam khut}bah beliau saat haji 
wad}a’ bersabda; " Allah telah memberikan hak kepada yang berhak, maka tidak ada 
wasiat bagi ahli waris, anak adalah milik pemilik ranjang (suami) sedangkan yang 
berzina mendapatkan batu (rajam) dan hisab mereka menjadi urusan Allah. 
Barangsiapa menasabkan kepada selain ayahnya atau bernasab kepada selain wali-
walinya maka ia dilaknat Allah hingga hari kiamat, seorang wanita tidak boleh 
membelanjakan apa pun dari rumahnya kecuali dengan izin suaminya." Dikatakan; 
Wahai Rasululla>h! Tidak juga makanan? Rasululla>h S{allAllahu ‘alaihi wasallam 
bersabda; "Itu adalah harta terbaik kita." Kemudian Rasululla>h S{allAllahu'alaihi 
wasallam bersabda; ‚ ‘Ariyah (pinjaman) itu boleh dilaksanakan, pemberian itu 
tertolak, hutang itu ditunaikan dan pemimpin itu menanggung." Telah bercerita 
kepada kami ‘Abdulla>h telah bercerita kepada kami, Yahya> bin Ma‘i>n telah bercerita 
kepada kami, Isma>‘i>l bin ‘Ayya>sy dari Syurah}bi>l dari Abu> Uma>mah dari Nabi 
S{allallahu ‘alayhi wasallam; ‚Pemimpin itu menanggung‛. 
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Hadis tersebut menunjukkan bahwa wasiat tidak boleh kepada ahli warisnya 

ini menjadi rukun dari wasiat itu sndiri, berdasarkan firman Allah SWT surat al-

Baqarah ayat 180 

                                    

‚Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) 

maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-bapak dan karib 

kerabatnya secara ma'ru>f ‛
15

, 

Ayat ini menunjukkan bahwa berwasiat hanya boleh kepada orang tua dan 

kerabat dekat, serta yang tidak menerima wariasan. Ketentuan ini kemudian 

dikembangkan menjadi konsep wasiat wajibah. Dalam konsep ini wasiat diberikan 

kepada kerabat yang lebih dekat seperti cucu perempuan dari garis perempua, konsep 

ini berlaku di beberapa negara muslim seperti Mesir dll.
16

 

Seharusnya dalam pembagian harta waris hendaklah menggunakan ketentuan 

syariat Islam yaitu 2 : 1 atau dengan perdamaian sebagaimana ilustrasi berikut ini:: 

1. Suadi (60), anak laki - laki 

2. Hosen (57), anak laki-laki 

3. Samania (46), anak perempuan  

4. Rusniya (40), anak perempuan  

                                                             
15

 Departemen Agama RI, al-Qura’an dan Terjemahannya, 28. 
16

 Ah}mad Rofiq, Fiqih Mawaris, (Jakarta: Rajawali, 2012), 53. 
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Dalam kasus ini pewaris meninggalkan 2 anak laki-laki dan 2 anak 

perempuan, jadi bagian masing dari mereka adalah; Bagian 2 orang Anak perempuan 

2/3 dan bagian Anak laki-laki (2 orang) adalah dua berbanding satu anak perempuan. 

Jika total keseluruhan harta waris sebesar Rp 600.000.000, maka perolehan masing-

masing dari mereka seperti berikut: 

2 anak perempuan  = 2/3
17

 

2 anak laki-laki  = sisa 

Dengan masalah = 3 

Rp 600.000.000 / 3 = Rp 200.000.000 

Jadi yang bagian diperoleh 

2 anak perempuan  = 2/3 1 x 200.000.000 = 200.000.000 / 2  

2 anak laki-laki  = sisa 2 x 200.000.000 = 400.000.000 / 2 

      Total    = 600.000.000 

Bagian yang diperoleh setiap ahli waris adalah; 

1. Suadi (60), anak laki – laki  = 200.000.000 

2. Hosen (57), anak laki-laki = 200.000.000 

3. Samania (46), anak perempuan = 100.000.000  

4. Rusniya (40), anak perempuan = 100.000.000  

Selain dengan menggunakan penyelesain diatas maka Islam memperbolehkan 

membagi bagian ahliwaris dengan jalan musyawarah atau perdamaian seperti yang 

dijelaskan KHI pasal 183 ‚para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian 
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dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya.‛
18

 

Dalam salah satu firman Allah disebutkan bahwa untuk menjelaskan suatu 

permasalahan dianjurkan mengambil jalan musyawarah sebagai pengambilan solusi 

terbaik, surah as-Syurah ayat 38 

                                  

‚dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan 

mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara 

mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada 

mereka.‛ 

 
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Harta Kemayyitan Yang Diambil Dari 

Harta Waris 

 

Harta waris menurut Islam adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh 

pewaris yang secara hukum dapat  beralih kepada ahli warisnya, Menurut Ibnu 

Hazm, tidak semua hak milik menjadi harta waris, tetapi hanya terbatas pada hak 

terhadap harta bendanya saja. Sedangkan menurut ulama’ Malikiyah, Syafi’iyah dan 

Hanabilah; semua hak baik bersifat kebendaan ataupun bukan, maka termasuk harta 

warisan.
19

 

Harta kemayyitan adalah harta waris yang diperoleh ahli waris dari pewaris 

yang meninggal dunia, tanpa penghitungan harta waris yang dikarenakan ahli waris 

tersebut menjaga dan merawat pewaris semasa hidupnya sampai meninggal dunia, 
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dan harta kemayyitan tersebut tidak dihitung kembali ketika pembagian warisan dan 

harta tersebut bukan wasiat ataupun hibah pewaris, harta kemayyitan ini hanya 

berlaku jika pasangan pewaris (suami atau istri) telah meninggal dunia dan jika salah 

satu keduanya masih hidup maka belum bisa dikatakan harta kemayyitan.
20

 

Dalam hal ini Islam menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan tirkah atau 

peninggalan adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara 

hukum dapat  beralih kepada ahli warisnya. Dalam hal ini dapat dibedakan antara 

harta warisan dan harta peninggalan, harta warisan adalah harta yang secara syara’ 

berhak diterima oleh ahli waris sedangkan harta peninggalan adalah segala sesuatu 

yang dinggalkan oleh si mayyit  saat kematiannya.
21

 menurut fuqaha’ hanafiyah 

tirkah yang dimaksud adalah peninggal si mayyit setelah dikurangi perawatan 

jenazah dan pelunasan hutang.
22

 

Dalam kompilasi hukum Islam pasal 171 ayat e menyebutkan bahwa yang 

dimaksud dengan harta waris adalah  harta bawaan ditambah bagian dari harta 

bersama setelah digynakan untuk keperluan pewaris (orang yang meninggal) selama 

sakit sampai meninggalnya, biaya jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan 

pemberian untuk kerabat.
23

 

Jika harta kemayyitan merupakan harta waris maka sesuai dengan ketentuan 

syari’at Islam yang mana yang dimaksud dengan harta waris yaitu harta yang secara 
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syara’ berhak diterima oleh ahli waris setelah di kurangi biaya perawatan jenazah, 

pelunasan hutang, pemberian wasiat dan dikurangi bagian dari harta suami – istri. 

Apabila terjadi perceraian baik mati ataupun hidup diantara suami atau istri, 

maka harta suami – istri (gono gininya) harus dipisahkan secara sama rata untuk 

ditentukan bagian-bagian mareka masing-masing baru kemudian diserahkan pada 

suami atau isteri setiap bagiannnya. Seperti yang dijelaskan dalam KHI  pasal 96 

ayat 1 ‚apabila telah terjadi cerai mati, maka separoh harta bersama menjadi hak 

pasangan yang hidup  lebih  lama ‛,
24

 dan dalam pasal 97 menyebutkan ‚janda atau 

duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak 

ditentukanlain dalam perjanjian perkawinan.‛
25

  

Setelah di pisah maka ditentukan bagian suami istri dan yang diwariskan 

pada ahli warisnya adalah harta – harta yang menjadi hak si mayyit. Jadi dalam 

kasus harta kemayyitan ini merupakan harta peninggalan si mayyit karna harta 

kemayyitan ini tidak dipisahkan antara harta suami-istrinya dengan secara ototmatis 

harta peninggalan tersebut berada dalam penguasaan suami atau istri yang hidupnya 

lebih lama, kemudian ketika keduanya meninggal dunia barulah harta tersebut 

dibagikan,ini bertentangan dengan ketentuan Islam yang mengharuskan 

membagikan harta waris kepada semuaahli waris yang berhak. 

Dalam hukum Islam yang dimaksud dengan harta waris adalah segala sesuatu 

yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat  beralih kepada ahli 
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warisnya. Dari paparan diatas telah sangat jelas bahwa harta kemayyitan merupakan 

harta waris yang ditinggalkan si mayyit, jadi secara hukum semua harta waris (harta 

kemayyitan) tersebut wajib dibagikan pada ahli waris yang berhak menerimanya, 

yaitu harta atau hak yang dipindahkan dari yang mewariskan kepada pewaris.
26

 

Sebagaimana yang dijelaskan dalam KHI pasal 175 ayat (d) ‚membagi harta warisan 

di antara wahli waris‛ ini menjelaskan bahwa semua harta waris wajib dibagikan 

pada ahli warisnya yang berhak, karena berdasarkan KHI pasal 171 ayat (e) harta 

waris yaitu ‚Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya 

pengurusan jenazah (tajhi>z), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.‛
27
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